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ABSTRAK

ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Oleh:
Tiara Virda Rosaini; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di sepuluh provinsi di Pulau
Sumatera dalam periode 2013 hingga 2023. Dengan menggunakan regresi data
panel, penelitian ini menemukan bahwa DAK dan DBH secara signifikan
berpengaruh positif terhadap belanja modal. DAK berperan penting dalam
pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah,
sementara DBH, khususnya dari sektor minyak dan gas, mendorong peningkatan
belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur vital. Secara
keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah
pusat ke daerah, melalui DAK dan DBH, berkontribusi terhadap pembangunan
infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera. Penelitian ini juga
memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penggunaan DAK dan DBH dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Transfer

Pemerintah
Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing Skripsi
Dr. Mukhlis., S.E., M.Si Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001 NIP. 196903142014092001
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ABSTRACT

ANALYSIS OF CENTRAL GOVERNMENT TRANSFER FUNDS TO
CAPITAL EXPENDITURE IN THE PROVINCES ON THE ISLAND OF
SUMATERA

By:
Tiara Virda Rosaini; Siti Rohima

This study aims to analyze the impact of Special Allocation Funds (DAK) and
Revenue Sharing Funds (DBH) on capital expenditures in ten provinces on the
island of Sumatra during the period from 2013 to 2023. Using panel data regression,
this study finds that DAK and DBH have a significantly positive effect on capital
expenditures. DAK plays a crucial role in infrastructure development and
enhancing the economic capacity of regions, while DBH, particularly from the oil
and gas sector, drives increases in capital expenditures focused on vital
infrastructure development. Overall, the results of this study indicate that fiscal
transfers from the central government to the regions, through DAK and DBH,
contribute to infrastructure development and the welfare of communities in
Sumatra. This study also provides recommendations for local governments to
improve the efficiency and effectiveness of DAK and DBH utilization in supporting
economic growth and improving the quality of life of the people.

Keywords: Capital Expenditure, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund,
Government Transfer

Known by,

Head of Development Economics Departement Advisor

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001 NIP. 196903142014092001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah merujuk pada pengeluaran
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan publik serta menjalankan program-program yang telah ditetapkan.
Pengeluaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembayaran gaji pegawai,
pembelian barang dan jasa, hingga investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan
berbagai fasilitas. Di dalam belanja pemerintah, terdapat kategori yang disebut
sebagai belanja modal. Belanja modal pemerintah merujuk pada pengeluaran yang
khusus diarahkan untuk mendapatkan atau meningkatkan aset modal. Aset-aset ini
memiliki nilai jangka panjang dan umumnya berupa infrastruktur, seperti jalan raya,
jembatan, gedung pemerintah, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek konstruksi
lainnya. Pengeluaran dalam belanja modal dirancang untuk memberikan manfaat

jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat.

Keuangan daerah, yang mencakup belanja daerah dan pendapatan asli
daerah, menjadi inti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
(Maknun, 2023). Setiap pemerintah daerah, sebagai otoritas otonom, wajib
mengelola anggaran belanja daerah, termasuk pengeluaran, sebagai bagian dari
pelaksanaan rencana kerja tahun berikutnya. Belanja daerah, khususnya dalam
bentuk belanja modal, menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan pembangunan
daerah (Kherbache & Oukaci, 2020). Dalam kerangka ini, pengelolaan sumber daya
keuangan menjadi kritis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam

1



pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur serta inisiatif pembangunan lainnya.
Pemilihan dan pengalokasian dana belanja modal di tingkat daerah menjadi
keputusan strategis yang harus diambil dengan cermat untuk memastikan

keberlanjutan dan pencapaian hasil pembangunan yang optimal.

Investasi dalam belanja modal pemerintah memegang peran penting dalam
merangsang pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Melalui alokasi dana
pada infrastruktur dan aset-aset strategis lainnya, pemerintah dapat tidak hanya
menciptakan peluang lapangan Kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi
operasional ekonomi dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat (Mazelis et al., 2020). Signifikansinya tidak hanya terbatas pada
dampak langsungnya, tetapi belanja modal pemerintah juga berfungsi sebagai
katalisator pertumbuhan sektor swasta. Keberadaan infrastruktur yang baik
seringkali menjadi landasan bagi aktivitas bisnis dan investasi, memberikan
kontribusi positif pada pertumbuhan sektor swasta dan, akhirnya, mendorong
perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh (Zangoueinezhad & Azar,

2014).

Pulau Sumatera, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, memiliki
peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi regional. Provinsi-
provinsi di Pulau Sumatera menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam analisis ini adalah Belanja
Modal. Belanja Modal mencerminkan investasi jangka panjang pemerintah daerah
dalam pembangunan infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia, dan

penguatan kapasitas daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan



mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan,
irigasi, dan fasilitas umum lainnya, pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas

hidup penduduknya.

Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti
hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Investasi dalam
pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ini dapat membantu
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dan memperkuat daya
saing ekonomi regional (Sebayang & Sebayang, 2020). Selain itu, belanja modal
juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan
pelayanan publik lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup

penduduk dan potensi pembangunan manusia di Pulau Sumatera.

Belanja modal menjadi instrumen kunci dalam mendukung pelaksanaan
otonomi daerah ini, memungkinkan provinsi-provinsi tersebut untuk
menginvestasikan dana sesuai dengan kebijakan pembangunan mereka sendiri
(Sumarajaya et al., 2020). Melalui alokasi dana yang tepat pada belanja modal,
pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mengembangkan
infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kondisi

sosial masyarakat di tingkat lokal (Farida, 2021; Purbadharmaja et al., 2019). Oleh

karena itu, pengelolaan belanja modal dengan efisien dan transparan menjadi aspek
penting dalam mendukung visi dan misi otonomi daerah di Provinsi-Provinsi Pulau

Sumatera.

Melalui belanja modal, pemerintah daerah juga dapat merangsang

pertumbuhan sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan
3



menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pengembangan usaha,
Pulau Sumatera dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan
berkelanjutan. Dalam konteks fluktuasi belanja modal di Pulau Sumatera,
perubahan prioritas pembangunan, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi
global dan nasional dapat menjadi faktor yang memengaruhi alokasi dana. Tabel 1
menyajikan data Belanja Modal di berbagai provinsi Pulau Sumatera dari tahun
2021 hingga 2023.

Tabel 1. 1 Belanja Modal di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2021-
2023 ( Dalam Miliar Rupiah)

Provinsi 2021 2022 2023
Aceh 2.199,33 2.868,71 1.668,91
Sumatera Utara 1.141,2 1776,12 2.629,55
Bengkulu 324,34 417,02 586,9
Sumatera Selatan 1.836,83 1.536,37 1.239,94
Riau 1.018,46 1.508,53 2.082,95
Lampung 849,69 1.025,33 1.207,6
Sumatera Barat 666,35 941,07 952,72
Jambi 449,69 906,8 1.031
Kepulauan Riau 338,33 552,16 619,01
Bangka Belitung 428,65 354,01 566,22

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan, 2023 (data diolah)

Data Belanja Modal tahun 2021 hingga 2023 mengungkapkan tren yang
menarik, di mana Aceh menunjukkan Belanja Modal tertinggi pada tahun 2021
dengan nilai Rp2.199 miliar sedangkan Bengkulu memiliki Belanja Modal terendah
pada periode yang sama dengan nilai Rp324 miliar. Namun, fluktuasi signifikan
terjadi dalam Belanja Modal di seluruh provinsi selama tiga tahun berikutnya. Pada
tahun 2022, sebagian besar provinsi mengalami peningkatan Belanja Modal dengan
Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan dari Rpl.141 miliar
menjadi Rp1.776 miliar. Akan tetapi, Aceh mengalami penurunan yang mencolok
dari posisi tertinggi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, pola ini berubah lagi,
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dengan beberapa provinsi mengalami penurunan Belanja Modal, sementara yang

lainnya mengalami peningkatan.

Fluktuasi dalam Belanja Modal ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor
yang mungkin mempengaruhi termasuk perubahan kebijakan pemerintah daerah,
proyek pembangunan yang sedang berlangsung, dan prioritas pengeluaran di
masing-masing provinsi. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan dampak
pandemi COVID-19 terhadap pola pengeluaran dan pembangunan di provinsi-
provinsi Pulau Sumatera. Pandemi telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan
perubahan dalam kebijakan anggaran di semua tingkatan pemerintahan. Provinsi-
provinsi ini mengalami penyesuaian anggaran untuk menanggapi tantangan yang
dihadapi akibat pandemi, termasuk peningkatan belanja kesehatan dan sosial, serta

penundaan atau perubahan proyek-proyek infrastruktur.

Belanja modal yang mencakup investasi jangka panjang untuk
pembangunan daerah, dipengaruhi oleh berbagai komponen alokasi dana, seperti
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun DAK
memberikan dukungan khusus untuk infrastruktur, memunculkan perdebatan
terkait fleksibilitas penggunaannya. Dalam literatur terdahulu, terdapat perdebatan
yang cukup substansial mengenai dampak Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja
modal. Beberapa penelitian menekankan bahwa DBH dapat memberikan kontribusi
signifikan sebagai sumber pendanaan, mendorong peningkatan Kinerja fiskal
pemerintah daerah dan peningkatan alokasi dana untuk belanja modal (Jin et al.,
2005; Isufaj, 2014). Namun, beberapa penelitian lain menyoroti adanya
ketidakpastian sumber daya, terutama dalam sektor ekstraktif seperti minyak dan

gas, yang mempengaruhi keberlanjutan pembiayaan belanja modal jangka panjang



(Heller, 2005). Beberapa penelitian mendukung pandangan bahwa DAK,
kKhususnya yang diarahkan pada infrastruktur atau pembangunan, dapat
memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal (Gemmell et al., 2016;
Tandberg & Ness, 2011). Namun, dari sudut pandang lain, beberapa penelitian
mencatat bahwa pembatasan penggunaan DAK dapat menghambat kemampuan
pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja modal sesuai dengan

kebutuhan lokal (Faguet, 2004; Wilson & Game, 2011).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen kebijakan
fiskal yang penting dalam konteks pembangunan di Indonesia. Fungsinya adalah
untuk mengalokasikan dana tambahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
dengan tujuan mendukung pembangunan di sektor-sektor prioritas serta
mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. Dana ini digunakan untuk
membiayai proyek-proyek infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program
pembangunan lainnya yang mungkin tidak dapat sepenuhnya didanai oleh anggaran
daerah setempat. Dengan demikian, DAK menjadi salah satu instrumen utama
dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera. Gambar 1.1.
menunjukkan realisasi Dana Alokasi Khusus Pulau Sumatera dari tahun 2021

hingga 2023.
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Gambar 1. 1 Dana Alokasi Khusus Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (Miliar
Rupiah)
Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan, 2024 (data diolah)

Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pulau Sumatera menunjukkan dinamika
yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023 (Gambar 1.1). Terdapat fluktuasi
nilai DAK, dengan sebagian besar provinsi mengalami penurunan pada tahun 2022,
yang diikuti oleh peningkatan kembali pada tahun 2023. Sumatera Utara menjadi
sorotan utama dengan pertumbuhan yang mencolok dalam alokasi DAK, mencapai
Rp2.150 miliar pada tahun 2023 dari Rp4260.68 miliar pada tahun 2021. Provinsi
Aceh juga mengalami perubahan yang drastis, dengan penurunan yang tajam pada
tahun 2022 dan pemulihan pada tahun 2023. Selain itu, fluktuasi nilai DAK
menunjukkan perlunya pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap kebijakan
pembangunan di Pulau Sumatera. Faktor-faktor seperti perubahan prioritas
pembangunan, perubahan kebijakan pemerintah, dan kebutuhan mendesak
masyarakat dapat menjadi pendorong perubahan dalam alokasi dana. Penurunan
nilai alokasi pada tahun 2022 dan pemulihan pada tahun 2023 dapat mencerminkan
upaya pemulihan ekonomi setelah dampak ekonomi negatif pada tahun 2020 dan

2021. Alokasi dana mencakup proyek stimulus untuk mendorong pertumbuhan
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ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu instrumen penting dalam
sistem fiskal Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat
regional. Mekanisme pembagian DBH didasarkan pada prinsip otonomi daerah, di
mana dana ini diperoleh dari pajak-pajak tertentu yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Setelah dipungut,
dana DBH kemudian dibagi secara proporsional kepada berbagai provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia. DBH memainkan peran penting dalam mendukung
pembangunan di tingkat regional dengan memberikan tambahan pendapatan
kepada pemerintah daerah. Pendapatan tambahan ini kemudian dapat digunakan
untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-
program pembangunan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat. Gambar 1.2 menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pulau

Sumatera dari tahun 2021 hingga 2023.
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Gambar 1. 2 Dana Bagi Hasil Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (Miliar
Rupiah)

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan, 2024 (data diolah)
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Pada tahun 2021, Sumatera Selatan mendominasi dengan alokasi DBH
tertinggi, mencapai Rp1.936,83 miliar diikuti oleh Riau dengan Rp1.942,42 miliar
dan Aceh dengan Rp231,73 miliar. Namun, terjadi perubahan yang signifikan pada
tahun 2022, di mana Aceh menjadi provinsi dengan alokasi DBH paling tinggi,
yaitu Rp427,86 miliar diikuti oleh Sumatera Selatan dengan Rp2.652,59 miliar dan
Riau dengan Rpl1.879,97 miliar. Sedangkan pada tahun 2023, Aceh tetap
mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan alokasi DBH terbesar,
mencapai Rp461,6 miliar, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan Rp2.480,24 miliar
dan Riau dengan Rp1.615,51 miliar. Fluktuasi signifikan juga terjadi pada beberapa
provinsi. Misalnya, Sumatera Selatan mengalami penurunan alokasi DBH yang
cukup drastis dari tahun 2021 ke 2022, namun meningkat kembali pada tahun 2023.
Sementara itu, provinsi-provinsi lain seperti Bangka Belitung mengalami

peningkatan alokasi DBH dari tahun 2022 ke 2023.

Penurunan alokasi DBH pada beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan
dan Sumatera Utara, mungkin merupakan akibat dari perubahan dalam struktur
ekonomi regional atau kebijakan redistribusi pendapatan oleh Pemerintah Pusat.
Sedangkan peningkatan alokasi di provinsi lain, seperti Bangka Belitung, mungkin
mencerminkan upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan
infrastruktur di wilayah tersebut. Selain itu, fluktuasi dalam alokasi DBH juga dapat
dipengaruhi oleh dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Provinsi-provinsi yang lebih tergantung pada sektor-sektor yang terpukul keras oleh
pembatasan dan penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi mungkin mengalami

penurunan alokasi DBH sebagai respons terhadap kondisi tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat mengungkap efektivitas dan
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efisiensi dari transfer pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan di tingkat
regional. Fenomena ini berkaitan erat dengan distribusi dana untuk membiayai
berbagai kegiatan dan proyek di tingkat provinsi, seperti pembangunan
infrastruktur, layanan publik, dan program-program pembangunan lainnya. Oleh
karena itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana transfer
dana pusat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing ekonomi di Pulau Sumatera.
Keterbaruan penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan masukan
kebijakan yang berharga bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam
meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi dana. Dengan menganalisis seluruh
transfer pemerintah pusat, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang
komprehensif tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat dioptimalkan untuk
mendukung pembangunan di tingkat provinsi, menjadikannya sebuah kontribusi

penting dalam pengembangan kebijakan pembangunan regional di Pulau Sumatera.

1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap
Belanja Modal Provinsi di Pulau Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disusun, tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana
Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Provinsi di

Pulau Sumatera.
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1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.2.

Manfaat teoritis dari hasil kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengetahuan akademis di bidang keuangan publik dan otonomi daerah.
Temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan
teori keuangan publik, khususnya dalam konteks alokasi dana dan
pengaruhnya terhadap belanja modal pemerintah daerah. Ini dapat
membantu memperkaya kerangka teoritis yang berkaitan dengan kebijakan

fiskal dan manajemen keuangan publik di tingkat regional.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan praktis untuk perbaikan
kebijakan fiskal di tingkat provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah daerah
dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun strategi alokasi dana yang
lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah
dalam meningkatkan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana

Bagi Hasil untuk mendukung Belanja Modal.
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